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ABSTRAK 

 
 

Perkembangan dan kemajuan telekomunikasi telah mendorong kemajuan di bidang 

teknologi informasi khususnya telepon. Dengan adanya kemajuan ini maka dimanfaatkan 

oleh bank untuk melakukan pelayanan jasa keauangan sebagai penyedia mekanisme dan 

alat pembayaran yang efisien bagi nasabah atau konsumen. atas dasar prinsip kehati-hatian 

melalui perjanjian standar sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan 

sebagai pelaksanaan Pasal 31 UU OJK dibuat untuk melindungi konsumen. Namun 

pelaksanaannya belum tercapai secara optimal akibat bank lalai melaksanakan prinsip 

kehati-hatian, dapat dilihat pada kasus pembobolan data nasabah berakibat kerugian bagi 

nasabah. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap 

konsumen transaksi jasa keuangan perbankan melalui telepon berdasarkan Peraturan 

perundang-undangan ? 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum konsumen transaksi jasa 

keuangan melalui telepon berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 

1/POJK.07/2013 ? Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif 

ditemukan bahwa 1) Hambatan perlindungan konsumen terjadi akibat prinsip kehati- 

hatian tidak dilaksanakan pihak perbankan berakibat terjadi pembobolan data yang 

berdampak kerugian bagi nasabah. 2) Upaya yang dilakukan OJK berupa tersedianya 

aturan proses pengaduan baik oleh konsumen juga anggota masyarakat dan apabila terdapat 

pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi, saran dalam penelitian ini adalah 1) perlu 

adanya norma baru dalam Undang-Undang perbankan agar konsumen lebih paham tentang 

haknya serta perlindungan hukum terhadap haknya. 2) perlu adanya peningkatan upaya 

bagi nasabah sebagai konsumen dan juga masyarakat termasuk pengusaha agar paham 

tentang kedudukannya dalam melaksanakan kegiatan jasa keuangan. 
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ABSTRACT 

 

 
The development and progress of telecommunications have encouraged progress in 

information technology, especially the telephone. With this progress, banks are 

used to provide financial services as providers of efficient payment mechanisms 

and instruments for customers or consumers. Based on the precautionary principle 

through standard agreements by Article 1338 of the Civil Code. The Financial 

Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 concerning the Protection 

of Financial Services Consumers as the implementation of Article 31 of the OJK 

Law is made to protect consumers. However, the implementation has not been 

achieved optimally due to the bank's negligence in implementing the precautionary 

principle, and it can be seen in the case of breaking into customer data resulting in 

losses for customers. The problem is 1) What are the legal protection barriers for 

consumers of banking financial services transactions by telephone based on laws 

and regulations? 2) What are the legal protections for consumers of financial service 

transactions by telephone based on the Financial Services Authority Regulation 

Number: 1/POJK.07/2013? By using a normative juridical approach research 

method, it was found that 1) Barriers to consumer protection occur because the 

banking sector does not implement the prudential principle, resulting in data 

breaches that result in losses for customers. 2) Efforts made by OJK in the form of 

providing rules for the complaint process by both consumers and members of the 

public and if there are violations, sanctions can be imposed, suggestions in this 

study are 1) there is a need for new norms in the banking law so that consumers 

understand more about their rights and protection. Law on their rights. 2) it is 

necessary to increase efforts for customers as consumers and the public, including 

entrepreneurs, to understand their position in financial service activities. 
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